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Pasal 19

Ayat (lf
Culmp jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukrp jelas.

Ayat (sf

CukuP jelas.

Ayat (6)

Pembagial kewenangan daerah irigasi berdasarkart
Kepuhrsan Menteri Pekerjaan Urnurn Nomor
990/KPTS/M/2007 tentang PenetaBalr Stahrs Daerah
Irigasi Ya,rlg Pengelolaannya Menjadi Wewgnang dan
Tanggung Jawab Pemerintatr, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah l(abuPate n I Kota.

Ayat (7)

Culmp jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (1r)

Ctrlmp jelas.

Ayat (12)

Culmp jelas.

Pasal 2O

Ayat (1)

Cukr-rp jelas.

Ayat (2)

Pelayanan persampahan meliputi pengambilan,
pengangkutart, dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga,
industri, dan perdagangan, tidalr tenrrasuk pelayanan
kebersihan jalan unlum, dan taman.

ofi



- 122-

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Culmp jelas.

Huruf c

Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) dilakukan dengan proses funitary landfill
merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan
yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik,
dengan penyebaran dan pemadatan sampatr pada area
pengurugan, serta penuhrpan sampah setiap hari.

Huruf d

Culmp jelas.

Hunrf e

peningkatan peran serta maqrarakat dan duna
usatra/swasta dalam pengelolaan persampahan
dilakukan dalam rangka penanganan sampah melalui:

1. pengelolaan sampah sampai dengan ke transfer
depo dan TPS ditakukan oleh masyarakat,
sedang[<an dari transfer depo dan TPS sarnpai ke
TPA dikelola qleh dinas terkait, atau swa$ta;

2. pemanfaatan sampatr untulc berbagai daur rulang
dan industri (kreatifitas,kerajinan; rlikembangkan
sesuai dengan perkembangan dan teknololgi yang
berkembang di masyarakat.

Huruf f
peningkatan cakupan pelayanan persampatran,
mencakup:

1. pengurangan sampatr untuk sampatr rumah tangga
dan sampah sejenis sampatr rumah tangga meliputi
pemba.tasan timbulan sampatr (reduel,- 

-pendauran

ulang sampatr (rccyclel; dan/atau pemanfaatan
kembali sampah (reuse);

2. penanganan sampah untuk sampatr rumatr tangga
dan sampah sejenis sampah rumatr tangga meliputi
pemilahan, p€gumpulan, p€ngangkutan,
pengolahan, datr pemrosesan akhir;

3. meurujudkan hierarki proses/prasarana pengelolaan
sampah dari rumatr tangga - kolektif - kawasan -
terpusat;

afi



-'123 -

4. sampah rumah tangga, sampatr paslar, sampah
nmah rnakan/restoran dan sa,rnpah hotel
dikumpulkan oleh Benghun-inya atau petugae
sampatr, setSlah melal. Ui tahapan pengurangan
sampatr, kemudian diangkut ke transfer depo atau
ke TPS;

5. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan
peda tepi jales ksmudian dianskut deugan kereta
sampah ke transfer depo;

6. pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di
wilayah pelayanan sebelum sampah diangkut ke
TPA;

7. penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan
sampah dengan slasaran meminimalkan sampah
masuk kp TPA;

8. pengembangan sistem terpusat pada daerah
perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan
pengembangan sistsm individual atau pengelalaan
99t9mpat pada da.erah terp-enqil tingkal kepadatan
rendah;

9. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan
trtrck sampah ke tempat pcmrosesan aktrir ffPO di
TPA Tapin; dan

10. pengelolaan sampah spesifft diahrr dengan
Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Hurtrf a

Pengelolaan limbah sistem setempat (on sitel addatr
suatu sistem pengolahan limbatr cair yang berada di
dalam pergil (batas tanah yang dimilils-) atau pada titik
di maRa limbah tersebut timbu!, $edarrekaa, yer-18
dimaksud dengan "off-sitd addah sistem pengolahan
limbah terpusat.

Humf b
Cukup jelas.

Huruf c
eukup jelas.

Hunf d
Cukup jelas.

tlunrf e

Cukup jelas.

ott
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Huruf f
Pengelolaaan limbah bahan berbatraya dan beracun
(BB) pada kawasan industri dilakukan oleh pengelola
pada kawasan medis dan kawasan industri.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Renc.ana j'alur evaktrasi rnenrpakan rtrte dari dan rnenuju
lokasi tempat evakuasi unhrk menjauh dari lokasi bencana.
Ruang eyala:asi berupa fasilitas umum (gedung, stadiun,
balai pertemuan) dan lapangan terbuka yang dapat
digunakan bagl pengungsi unttils menyelamatkan diri dari
batraya bencana.

Pasal22 
J.

Ayat (1)

Pola nrang wilayah kabupaten adalah rlencana distribusi
penrntukan ru€lng wilayah kabupaten yarry meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang
dituju sampai dengan akhir masa berlalmnya RTRW
kabupaten (2O tahun) yang dapat memberikan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai
dengan aktrir maga berlalqnya pergncenaan 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana pola nrang wilayah merupakan rencana distribusi
penrntukan ruarig dalam wilayah Ihbupaten Tapin yang
meliputi rencana peruntukan ruang unttrk fungsi lindung
dan fungsi budidaya.

Rencana pola mang wilayah berfrragsi :

l. sebqgai alokasi ruang untuk herhagai kegiatan sosial
ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian
lingkrmgan dalam wilayatr kabupaten;

2. mengattrr keseimbangan dan keserasian penmtukan
ruang; dan

3. sebagai dasar penyusunan indikasi program
pembangunan; dan sebagai dasar pemberian iiarL
pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah dirumuskan bdtdasarkan:

1. kebliakan dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

2, daya dulmng dan daya tampung lingkungan hidup
wilayah kabupaten;
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3. kebuhrhan rLrang untuk pengembangan kegiatan sosial
ekonorni dan linglrungan; da-n

4. ketentuan perattrran pentndang-undangan terkait.

Hunrf a

Kawasan lfurdung adalah wtlayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan.

Pengelolaan kawasan lindung berhrjuan unhrk
mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan
hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung
terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta
nilai sejarah budaya dan bangsa serta
mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe
qkosistem dqn kgunikan alam. Pemanfaa.tan tanah pada
kawasan lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat
tidak tertangun serta tidak rnemanfaatkan peralatan
yang dapat mengganggu kelestarian lingftungan dart
keseimbangan ekosistem.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi
pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin
yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan
berkelanjutan. Setelatr kawasan lindung ditetapkan
sebagai limitasi bagr pengembangan wilayatr,
selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan
kawasan budidaya.

Hurrf b
I(awasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama unhrk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi eumberdaya dam, sumberdaya
manusia, dan sumberdaya buatan. Seluruh kawasart
yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung secara
pnnsip dapat diperuntukkan $ehagai kawaqan
budidaya, Dengen demiE-an, kawasan -budidayamempd<an kawasan yeng potensial unttrk
dikembangkan baik eebagai kawasan usaha produksi
maupun permukiman.

Renqana dalam pemenfea.tan ka.wesen b.udidaya
ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan
sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung
lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah :

a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan
budidaya secara optimal dan mendukung
pembangunan berkelanjutan ;

b. memberikan aratran untuk menentukan prioritas
pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang
berbeda; dan

ow
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c. memberikan arahan bagi perubahan jenis
pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya
ter,tsnhr ke jenis lain.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 23

Culmp Jelas

Pasal 24

Kawasan hutan lindung adalatr kawasan hutal y{tg memiliki
sifat khas yfftg mampu memberi perlindungan terhadap
karryasan sekitarnya atau bawahannya. Tujuan
perlindungannya adalatr untuk mencegah terjadinya erosi,
bencala banjir, sedimentasi, dan me4iaga fungsi hidrologis
tanah untuk menjamin ketersedian unsur hara tanah, air
tanah, dan air permukaan.

Luasan hutan lindung di Kabupaten Tapin mengacu Pada
Peta Kawasan Hutan dan Konsenrasi Perairan Provinsi
Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Persetrrjuan
Substansi Menteri Kehutsnan Nomor S.43s/Menhut l2OO9
tanggal yang telatr diPerbaharui.

Pasal 25

Yang dimaksud "Kawasan yang memberikan perlindungart
terhadap kawasan di bawatrnya' adalah kas'asan yang
memiliki karahenstik berada pada kednggan lebtlt dan 2000
m dpl dengan kemiringan lebih dari 4Oo1q' bercgrah hqiart
tinggi atau mampu meresapkan air kedalam tanah.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai
kemampuan tinggi unhrk meresapkan air hujan sehingga
lnerupekqn tsmpat pengtsien arr bumi (aHfEfl vang be:rgu4a
sebagai sumber air.

Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat adalah mempakan kawasan
yang digr:nakan untuk melindungi sumber daya alam seperti
kawasan sekitar danau/waduk, kawasqn eempadan sunga!
dan ke.wesan disekitar mata alr yeng mempunyai fungqi
pokok sebagai perlindungan sistern penyangga kehidupart
unhrk mengattrr tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf e
I(awasan perlindungan sempadan sungai adalatr kawasarr
sepanjang kanan-kiri sungai, terrnasuk sungai
buatan/kanal/saluran irieasi primer yang mEmpun-yar
mqnfaat penting untuk melestarikan fungsi sungar.

ory
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Huruf b

Kawasan perlindungan sempadan danau/waduk adalah
kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang
mempunyai manfaat penting unhrk mempertatrankan
kelestarian fungsi sungai.

Huruf c
I(awasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling
mata air yang mempunyai manfaat penting unhrk
mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling
sedikit 200 (dua rahrs) meter dari mata air.

I{uruf d
Yang dimalcsud dengan Ruang terbuka Hitjau Kota adalah
area memanjang/jnLr dan /atau mengelompok, yang
penggr;naannya lebih bErsifat terbuk-a, tempat tut2obuh
tarraman bark yang tumbuh secara alamiah ma.upun yang
sengaja ditanam.

Yang tenrrasuk Ruang terbuka
meliputi hutan kota, taman
disepanj ang j aringan j alan.

Ditetapkan dengan lcriteria :

1. lahan dengan luas paling sedikit 2500 (dua ribu lima
ratrrs) meter persegi.

2. berbenhrk sahr hamparan, berbenhrk jalur atau
kombinasi dari bentrrk 

-satrr 
hamparan dan jalur.

3. didominasi komunites tumbiihan.
Pasal27

Cultup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dlmaksud kawasan sekitar mata air adalatr
daratan/kawasan tertenhr disekitar mata air yang
mempunyai manfaat penting unhrk mempertahan
kankelestarian fungsi mata air.

Pasal 3O ii
Yang dlrnaksud ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah
satubentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh
keberadaan pepohonan sebagai pengisi latran yang utama,
yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman
lainsebagai pelengkap (perdu, semak, remmputan, dan
tumbuhan penutup tanah lainnya). RTH juga
dapatmengandung kqmpenEn/bar- ans leinnya di luar
hrmbuhan,yang keberadaannya melengkapi dan menunjang

hijau
kota

kota antara lain
dan jalur hijau

ft$
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fungsi RTH sesuai dengan tema pengembangan dari lahan
RTH yangbersanglmtan.

Yang termasuk ruang terbuka hljau kota, antara tain;
kawasan pertanian, kawasan perlindungan setempat, taman
kota, lapangan olah raga, taman-taman lingkungan, taman di
sekitar jalan, dan taman pekarangan, hutan kota, yang
diarahkan di selunrh kawasanperkotaan-

Pasal 31

Yang dimaksud okawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan' adalah tempat serta ruang diseldtar bangunan
bernilai tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan
bentukan geologi tertenhr yang mempunyai manfaat tinggr
untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Tapin adalatr kawasan
yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang
bernilai tinggi,

Pasal 32

Ayat (1 )

Yang dirnaksud oKawasan rawan bencana alam" adalah
daeratr y{Lg diidentifrkasi sering dan berpotensi tinggi
mengalami bencana dam seperti bartjir dan tanatr longsor.

Huruf a
Yang dimaksud ol(awasan rawan behcana longsor'
adalatr kawasan yang kondisi tanatrnya mudatr longsor
karena terdapat ?;oina yang bergerak akibat adanya
patalran atau pergeseran batuan induk pembenhrk
tansh,

Hurrrf b
Yeiig dimaksud "Kawasan rawan bencana banjir,
adalah tempat tempat y{rg secara rutin setiap musim
hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam
pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan
normal.

I(atuasan rawaR banjir mempakan kawasan lindung
yaurtg bersifat semeniara, saripai dengan teratasinya
masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di
tempat tersebrrt.

Ayat (2)

Cultup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cuknp jelas.
i
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Pasal 34

Kawasan budidaya adalatr wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama unhrk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi su:rrber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya buatan.

Pasal 35

Yang dimaksud "I(awasan hutan produksi" adalah kawaiian
hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan.

Luasan hutan produksi di Kabupaten Tapin mengacu pada
Peta I(awasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi
I(alimantan Selatan yang telah mendapatkan Persetqiuern
Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.43s/Menhut l2OO9
tanggal yang telah diperbahami.

Pasal 36 :d

Ayat (1) 'lf

Huruf a
I(awasan tanaman pangan merupakan lahan pertaniart
sarratr atau lahan basah yang digunakan unhrk
tanaman pqngan sesua! dengan Bela tanalnnJa yang
pgrairar-rnya dapet diperoleh secara alamiah mau-pun
teknis.

Huruf b
Kawasart holtikulhrra merupaLan lahan kering yang
digunakan untuk tanaman hortikultr.ra atau dapat
digunakan pula unhrk tanaman pangan sesuai dengan
pola tanamnya.

Huruf c
Kawasan peruntukan peternakan adalatr kawasan yang
digunakan sebagai budidaya ternak.

Ayat (2)

Yang dimakrrd kawasan budldaya tanaman pangan adalatr
kawasanlahan basatr beririgasi, rawa pasang sumt dan
lebak dan latran basatrtidak boririgasi eorta latran kering
potensial unhrk pemanfaatan dan pengembangan tanaman
pangan.

Yang dimahsud perunhrkan pertanian lahafi basah adalatr
kawasanSrang diperunhilrkan bagi tanaman sawatr dimana
pengairannya dapat diperoleh secara alamiatr rraupun
teknis.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menumt Pasal I
angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tatrun 2OO9, adalatr
bidang lahanpertanian yang ditetapkan untuk dilindungi
dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan

lhN
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pangan pokok bagt kemandirian, ketatranan dan
kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PCP2B)

adalatr lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya
agar sesuai danketersediaann5ra tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Pangan
berkelanjutan pada masa yang akan datang

Ayat (3) ,;

Cukup jelas,

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Drrlirm rangka melindungi lahan pertanian pangan dari alih
fungsi dan juga unhrk n{endukung tErpenuhinya
kebuhrhan pangan, Pemerintatr l(abupaten Tapin
menetapkan lahan Per-tanian Pangan Berkelanjutgtl.

Ayat (6)

Culmp jelas.

Ayat (7)

Yalg dimakud kawasan penrntrrkan kegiatan peternakart
adalatr kawasan yang secara teknis dapat diggnakan unhrk
usaha peternakal baik sebagai sambilal, cabang usatra,
usaha pokokrnaupun industri, pasar peternakan serta
sebagai padangpenggembalaan ternak.

Kawasan pertrnhrkan peterna-kan di l(abupaten Tapin
diaratrkan 'bercamur dengan kegiatan permukiman dan
pertanian, karena skalanya keeil-keeil dan tidak dalam
bentuk padang Penggemhdaan. i
I(awasan perunhrkan peternakan sebagaimana dimaksud
dalasr ayat (7), diperuntutrkan bagi kGgiatan peGrnalcan
hewan beser,hewan keeil dan ungga$, ttdak diksmbangkan
delern bentuk padang p-enggembalaan ternqk sehingga
batasan lokasinya tidalc dapat dipetakan secare tegas yang
diaratrkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur
dengan kawasan peruntukan pertanian.

Pasal 37

Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bag
tanaman perkebunan atau tanaman tatrunan yang
nqenghasilkan bahan parlgan dan / atau bahan baku industn'

I(awasan perkebunan atau tanaman tahunan diarahkan
untqk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas dal
keberlaljutan, dengan mengembangkan kawasal
pengembangan utama komoditi perkebunan, hutan rakyat
danTata.U tanaman tahunan yang gekaliguq berfungsi sebagai
kawasan resapan air.

oN
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Pasal 38

I(awasAfi penrntukan perikanan adalah lcaurasan gang
digunakan sebagai perikanan tangkap atau budidaya bempa
budidaya ikan air tawar, ikan air rawa, dan ikan air payau.

Kegiatan perikanan tangkap atau penangkapan ikan adalah
kegatan unhrk nremperoleh ikan di perairan darat temtama
diltawasan waduk, sungai atau jairingam irigasi dan
perikanantangkap di air rawa.

Kegiatan perikanan budidaya atau pembudidayaan ikan
adalah kegiatan unflrk memelihara, membesarkan,
dan/ataumembiakkan ikan serta mernanen hasitnya dalam
lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang
mehggunakan' perahu untulcrnemuat, menganglflrq
menSrimpan, trleRdinginkan, menangani,mengolah, dan/atau
m€ngawetlannya.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan atau pengelolaan
perikanan adalatr aemua upaya, terrnasuk proscs yang
tenntegrasi dalam peng*rn-pulcn informasi, aaal-isis,
perencanaan, konsultagi, pembuatan keputusan, elqkasi
sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hr:kum
dari perahrran perundangundangan di bidang perikanan,
yang dilakukan oleh pemerintatr atau otoqitas lain yang
diqlqhlsaq qqtqk sreqqepsr kelergsqnsgll pl_odBlttirriteg
sumberdaya hayatl perairan dan hrJuan yang telatr
disepakati.

Pasal 39

Yang dimaksud "I(awasan peruntukan pertambangan' adalalr
kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat
berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap linglmngan.

Pasal 40

Kawasan permukiman mempakan kawasan yang
dipemntukad sebagai perkembangan latran permukimar,r dan
tidat( berlokasi pada area konservasi.

Yang dimahrd kawasan perunhrkan permukiman adalah
bagran dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai linglmngan tempat tinggal atau linglnrngan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dgn penghidupan.

I(awasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara
lain :

1. sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan
yang mendularng perikehidupan dan penghidupan
masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;

2. sebagai krrmpulan tempat hunian dan tempat berteduh
keluarga serta sarana bagr pembinaan keluarga.

o18
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Kawasan peruntukan permukiman meliputi:

1. kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;

2. kawasan peruntukkan permukirnan perdesaan;

3. pemnhrkan fasilitas penunjang permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalatr bagran
dari kawasan perkotaan yang diperuntukan unhrk tempat
tinsgal atau linelamgan hunian dan tempat ksgakn yaug
menduhlng bagr p_erikehidupqrr dqr-r penghiduRarr yang
sekdigus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai
fungsi kawasan perkotaan yaurlg disandangnya meliputi
fungsi: PKL, PKLp dan PPK.

Ka.wegan perunt\rkan permqkimgn perdesaan adalatr besan
dari kawasan perdesaan yang diperuntukan Untuk kelompok
tempat tinggal atau lingkr:ngan hunian dan fempat kegiatan
yang mendukung bagr perikehidupan dan penghidupan yang
sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan
perdesaan sesuai fungsi kawasan perdesaan yang
disandangrya meliputi fungsi PPL maupun permukiman
perdesaan murni.

Di delam kawasan perunhrkan permukiman, dominasi utama
pemanfaatan ruang adalatr perumahan beserta fasilitas
pendulmngnya meliputi perdagangan dan jasa, fasilitas
pemerintatran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,
fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang
terbuka hirjau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai
karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur
dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Penrmatran adalatr kelompok rumah yang berfungsi sebagai
linglorngan tempat tinggal atau linglrungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana linglmngan.

Pasal 41

Yang dimakud kawasan peruntukan kegiatan industri adalah
kawasan yang dipenrntutd<an bag Pemusatan kegiatan
industri baik pengembangan kegiatan industri skala kecil dan
menengah.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang nrengolah bahan
mentatr, bahan baku, barang setengatr jadi, dhn/atau barang
jadi meqiadj bar-ang dEngan nilat yqng lebih tinsgi untuk
p9498-ru!aannya, tennasuk kectatan raneang ban-gun dan
perekayasaan Industri.

I(awasan Industri menunrt Pasal 1 angka 2, Perattrrart
Pemerintatr Nomor 24 Tatrun 2OO9 tentang l(awasan Industri
adalah kawasan tempat pemusa.tan k-eg"a.tan In-d"ustri vang
dilengkapi dengan sarana dan Prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan
Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
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Kawasan Peruntukan Industri menurut Pasal 1 angka 5
Perattrran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang
K-awasan Industn adalah bentangan lahan yang
dipqnfntrrkksn bag kesratan IndUs.tti berdasarkan Rengana
Tata Ruang Wilayalr yang ditetapkan seeuai dengan
kotentuan perattrran perundang-undangan.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun
2aA9 kntang Kawasan Industri ;

a. luas latran I(awaean Industri paling rendatr 5O Ha (lima
puluh hektar) dalam sattr hamparan; dan

b. luas lahan Kawasan tndustri Tertenhr untulc Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 Ha (lima
helstar) dalam satu hasiparaq'

Pasal42
Kawasan pemntukan pariwisata mempakan kawasan dengan
luasan tertenhr yang dibangun atau disediakan untuk
memenuhi kebutuhan Pariwisata.
Pengelompokan kawasan peruntrrkan pariwisata didasarkan
ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan
akseqibilitas, karahqnstik pqtensi pan-wtsa-ta dan wilavah
sarta sosid budaya, Keterkeitan antar pusat-pusal
perhrmbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan
koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan
prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Kawasan strategis adalatr wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai penganth sangat penting
dalam linslsuB kabupaten terhadaB Bengsmbangan ekonomi,
$agial dan b. udaya, Pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologi tiriggi, peftahanan keamanan, serta
penyelamatan lingkungan hidup.

Kawasan strategis kabupaten menrpakan kawasan yang di
delamnya berlenesung kegatas yang raemBu$Ja! pengaruh
minimal terhadap:

a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yasry, sejenis dan kegiatan di

bidang lainnya; dan/atau

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis kabupaten diukur berdasarkan aspek
eksternalitas, almntabilitas, dan ellsiensi penanganan
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Penataan Ruang.
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I(awasan Strategis Kabupaten dapat juga berperan sebagai
kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis
pravinsi sepaniang memang ada kebiiak-an Pemerintah dan
pemerintah prorrinsi terhqdap wilayah terseb. ut,

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan
program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya,
instansi pelaksana, dqn waktu pelaksan?4r!, dqtam rangka
mewqiudkan pemanfaatan nrang ya!!g sesuai dEngan rpneana
tata ruang. tndikasi program utama merupakan acuan utama
dalam penyusunan prograrn pemanfaatan ruang yang
merupakan kunci dalam pencapaian hrjuan penataart ruang,
9qrt4 equ4rl eeklqr d4ary qrgrm-reu4 rglrgeqq plralgsrg bege44
besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan
disusun untrrk jangka waktu rencana 2O (dua puluh) tahun,
yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaihr::Tahap I (Tahun
2Ol4 - 20l9l, Tatrap II (Tahun 2O2O - 20241, Tahap III (Tahun
2025 - 2029l,, dan Talrap IV (Tahun 2O3O -20341

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang mempakan
aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat unhrk mewujudkan rencana
tata rarang. Pen5rusunan program pemanfaatan ruang
dilat<ulon berdasarkan indilcasi program yang tertuang dalam
rgnqene tata rrang dengan {ilengkapi p-erkiqAn pembiayaan.

Pasal 48

eukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jeLas.

Paeal 5-1

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentrran pengendalian pemanfaatan
rerangwilayah kabupaten adalah ketenttran yang
diperunhrkan sebagaialat penertiban penataan ruang,
melip.uti ketentuan umumperaturan zonasi, ketentuan
perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,
serta aratran pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan
rencana tata mang wilayah kahupaten.
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Ayat (2)

Hunrf a
Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalatr
penjabaran secafa umum ketenttran-ketenhran yang
mqngat-ur tantang persyaratan penBanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya yang menqa.htp seluruh
wilayah administratif.

Ketentrran Umum Peraturan Tanasi Kabupaten
merupakan rujukan atau pedoman pen5rusunan
Peraturan 7-onasi Ka-brpaten yang selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturart Daerah. P,erattrran zonasi
kabupaten/kota merupakan dasar dqlam pemberian
insentif dan disins€ntif, pemberian izin, dan p€ngenaan
sanksi di tingkat kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7
tentang Penataan Ruang, ketentrran-ketenttran terkait
peraturan zonasi adalah :

1. peraturan zonasi merupakan ketentuan yang
mengahrr tentang persyaratan pemanfaatan ruang
dan ketentuan pengenddiannya dan disusun unhrk
setiap blok/mna perunhrkan yang penetapart
zanalaya dalam Rencana Rinci Tata Ruang
(Penielasan um-uln anska 6)

2. penetapan ketenhran umlun perahrran znnasi
dilakrrkan dalamrangka operasiondisasi dart
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
Berdasarkan ketentuan umum terrsebut selartjutnya
dijabarkqn dalam KetentUen Pefaturan Zoneqi
padatiap Kecamatan, Kawasan Perkotaan, I(awasan
Strategis yangmenjadi muatan substensi dari
Rencana Rinci Tata Ruanguntuk setiap ?.ona
Pemanfatan Ruang.

3. perahrran zonasi merupakan ketenttran yang
mengatrrr pemanfaatan ruang dan unsur-Lrnsur
pengendalian yang disusun unhrk setiap ?rlna
penrntukan seauai denga-n Rencana Rinci Tata
Ruang (Penjelasan pq. 36 ayat l)

I\.mgsi Perattrran T,ollaesi

a. peraturan zonasi merupakan salah sahr perangkat
pongendalian pemanfaatan ruans

b. peraturan mnasi disusun sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 36 ayat 2,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OQ7l, karena
Perattrran zonasi yang melengkapi rencana rinci tata
ruang kabupaten/kota menjadi salah satu dasar
dalarn pengenddi:n pqmnpfgtan ruang qehingge
pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan
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rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata
n ang (penjelasan umum angka 6).

Peraturan zonasi berisi (penjelasan ps. 36 ayat 1

Undang-Undang Nomor 26 Tatrun 2OO7yi

a. ketentuan yang hanrs, boleh, dan tidak boleh
dilaksanakan pada zorla pemanfaatan ruang;

b. amplop mang (koefisien dasar mang hr;au, koefisien
dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan
garis sempadan bangunan);

c. penyediaan sarana dan prasa.rana; dan

d. ketenttran l,ain yang dibutuhkan untuk mewujudkart
ruang yang arnan, nyarnEln, produktif, dan
berkelanjutan.

IIuruf b
Ketenhran Perizinan adalatr ketenhran-ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai
keweoangannyq yang hanrs dipenuhi oleh seti-ap pihak
sEhlum peno4lrfaatan ruang, yq{ry diguqatEan sebagai
alat dalam melaksanat<an pembangunan kemangan
yang tertib sesuai dengan rencana ta:ta ruang yang
telah disusun dan ditetaPkan.

Huruf e

Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat
atau upaya unhrk memberikan imbalan terhadap
pelsksanaan kEgatan yang seialan dengan rencana tata
nrang dsn juga B€rangkat untuk meneeAdl, membatas!
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yarig Udalt
sejalan dengan rerrcana tata ruang.

Huruf d
Ketentuan Sanksi adalah ketenhran untuk memberikan
sanksi bag siapa sqia yang melakukan pelanggaran
pemanfaatan mang yang tidak scsuai dengan rpncana
tata ruang.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Ruang manfaat j"lar, adalah mang yang dipenrnhrkkan
bagi median, perkerasan jalan, jatur pemisatr, batru jalan,
saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman,
timbunan dan galian, gerong-gorong, perlengkapan jalan,
dan bangunan pelenglrap lainnya.

Ruang milik j"I* adalah ruang yang diperuntutckan bagi
ruang manfaat jalan, dan sejalur tahah yang dapat
digunal€n untr-rk pelebaran jalan, penambatran jalur latu
lintas di rirasa akan datang seria kebutuharr ruangan
unhrk pengarnanan jalan. Sejalur tanah dapat
dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfrrngsi
sebagai lansekap jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah mang yang diperunttrldcan
bagi ruang milik jatan ditarnbah ruang untuk pandanga4
bebas pengemudi dan pengarnanan konstn:ksi jalan serta
pengarnanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan
raerrrpalean ruang sepanjang jalan di luan ruang mi[k jalan
yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.,

Dalam hal n'ang milik jalan tidak cukup luas, lebar mang
pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling
sedikit dengan ukuran sebagai berikut :

a. jalan kolektor primer 10 (sepuh.rh) meter;

b. Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;

c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

d. jalan art€ri sekunder 15 (lima belas) meterl

e. jalan kolelrtor selmnder 5 (lima) meter;

f. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;

e. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
h. jembatan 100 (serattrs) meter ke aratr hilir dan hulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cularp jelas.

Ayat (2) :

Culmp jelas.
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Ayat (3)

Kriteria penetepan kawasan resapan air:

1. curatr hujan yang tinggi, strukhrr tanah meresapkan air
dan benhrk geomorfologi yang mampu meresapkan air
huian seeara besar-bEssran;

2. kemiringan 25o/o (dua puluh lima persen) sampai
dengan 4Qo/o(empat puluh persen) yang mempunyai
stnrktur geologi sesuaiuntuk resapan air; dan

3. ketinggian kawasan 1.000 m (seribu meter) sampai
dengan 2.OOOn (dua ribu meter) diatas permukaan laut
(dpl).

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

eukup jelas'

ASrat (7)

Culmp jelas.

Ayat (E)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cuktrp jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ketenhran perizinan adalah ketentuan-ketenhran yang
disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagai dasar
dalam menJrusun ketentuan perizinan oleh Pemerintatr
Kabupaten Tapin, yang ha.rr.s dipenuhi oleh setiap pihak
sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daeratr sesuai dengan kewenangannya, yang
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digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan
kenrangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah disusun dan ditetaBkan,
Yang dimaksud dengan perizinan adalah pennnan yang
terkait dengan rdrn pemanfaatan ruang yang menumt
ketenhran peraturan perundang-undangan harus dimiliki
sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang, lzrn dimaksud
adaleh rzin lqkesi/fungsi rufln& emplep ruans, dan kualitas
ruang.

Krtenhran perizinan adalah proses administrasi dan teknis
yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang
dilalcsanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang terdiri atas:

a. izin prinsipi

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanatr;

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. inn lain berdasarkan ketentuan peraturan penrndang-
undangan.

Ketenhran perizinan wilayah Ihbupaten berfungsi :

a. sebagai dasar bagr Pemerintah Kabupaten dalam
men1rusun ketentuan perizinan;

b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;

c. menJamin pemzrnfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang, peratrrran zonasi, dan standar pelayanan minimal,
dan kuditas minimum yang ditetapkan

d. menghindari dampak negatif; dan
e. melindungi kepentingan umum.
Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:
a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang )rang hanus

mengacu dolnrmen RTRW kabupaten, terdiri atas :
1. ytn yar:g menjadi kewenangan pemerintatr Kabupaten

berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. rekomendasi terhadap lzin pemanfaatan ruang )rangdikeluarkan oleh p-emerintah tkbupaten - pada

kawasan strategis provinsi.
b. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang

meniadi wewenang Pemerintah pnovinsi m.i"atufi
pengahrran keterlibatan masing-masing instansi
perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang
diterbitkan;
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c. atrran-ahrran tentang keterlibatan kelembagaan
pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas
rarn yang ak-an dikeluarkan, yang akan merdadi dasar
pengembangan $tandar operasional Prosedur (Soel
perizinan.

Pasal 6O

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan
unttrk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan
perattrran zonasi, sedangkan penerapan insentif dan
disinsentif sccara bersamaan diberikan untuk perizinan skala
besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan
dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan
dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau
disinspntif dalam pelaksanaarr pemanfaatan ruang adalah :

1. pergeseran tatanan fl.rang yang terjadi tidak menyebabkan
dampak yang merugikan bagr pembangunan kota;

2. pada hakekatnya tidak boleh mengurang hak masyarakat
sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai
hak dan dan martabat yang sama untuk memperoleh dan
mempertatrankan hidupnya; dan

3. tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam
proses pemanfaatan ruang unhrk pembangunan oleh
masyarakat.

Kriteria Penetapannya Perangkat Insentif adalah :

1. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan
dengen rencana tata nrang;

2, mendorong pembangunan yang memberikan manfaat
yang besar kepada masyarakat; dan

3. mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang
dalam pelaksanaan pembangunan.

Iftiteria Penetapannya Perangkat Disinsentif adalah :

1. menghambat/membatasi pembangunan yang tidatc sesuai
deng.an rencana tata mang;

2. menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat
disekitarnya.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat
dikenakan unttrk pemanfaatan mang yelag sesuai rencana
tata ruang narnun memiliki resiko tingg dari tingkat
pencemaran dan ken.sat€n lingkungan melalui penetapan
nilai jual objek pei"k (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP)
eehingge pemasfaat ruang lnembeyar peiak lebrh tingd,
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Insentif dapat diberikan antar pemerintatr daerah yang saling
berhubungan bempa subsidi silang dari daerah yang
penJelenggar-aan penataan ruangr-ya rnembenkan dampek
kepada daerah yang dirugikan, ata,u antara pemgrintah dan
swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada
swasta sebagai imbalan dalam mendulmng perwujudan
rencana tata ruang.

Pasal 61

Pemberian sanksi dilaksanakan apabila tedadi sengketa
penataan ruang. Yang dimaksud dengan sengketa penataan
ruang adqlah p-ersElisihan antar p-emangku kepentrngan
dalam pgnyelgnggaraq.r_r p€na.t€gn rygng, UBaya penyetesaran
sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah
unhrk mufakat.

Penyeleeaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh
pihak yang bersEn&keta, Penyelesalan seR&k-eta di luar
pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawaratr
mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain,
dcngan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Masyarakat dapat mengetatrui rencana tata ruang melalui
Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan
oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut
dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalatr dari
pemaoangan peta rencana tata ruang wilayah yang
bersandsrtkn pada tempat um.urrl kantsr kelurahan,
dan/atau kantor yang seqala fungsional me. ngngani rencana
tete rueng tersebut

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Culmp jelas.

Pasal 66

Cukrp jelas.

Pasal 67

Cukrp jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (l)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayatr
kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai
berikut:

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan
kebijakan dan strategi Nasional danlatau Provinsi yang
mempengamhi pemanfaatan nrang wilayah kabupaten
dan/atau terjadi dinamika internd kirbupaten yffry
mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara
mgndasar; atau

b. tidak perlu dilatrukan revisi karena tidak ada
perubatran kebijalcan dan strategi nasiond dan/atau
prqvlnsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten
yar-lg mempengaruhi Bemenfaetar-r nrang kabupatsn
secafia mendasaf.

Peninjauan kembali dan revisi ddam waktu kurang dari 5
(lima) tahun dilakrakan apabila strategi pemanfaatan ruang
d+n qt4tktur ruang qritayah kabUpaJSn yang bersangkr-rtan
menunttrt adanya suatu perubatran yang mendasar sebagai
akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayatt
Nasiond dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
dan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten yang
bersanglmtan.

Peninjarran kembali dari revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten dilakukan bukan unhrk pemutihan
penyixBparlgan pemanfaatan ruang,

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Culmp jelas.

Ayat (7)

Cuktrp jelas.

Ayat (E)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.
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Pasal 70

Culmp jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04
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LAMPIRAN II.B PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 10 TAHUN 2Ol4
TAN9GAL ; 98 AK-TABER 2Ql4

DATTAR AIYAK SI'I|GAI L/UTITYA

NO ilAtriA slrIlGAI PAIIAi{G
(km) LOT(AST (KECm1ffiaX;

I SUTIGAI T'TA}IA
1 S. Taoin t22.SO Planl, Bunqur, Taoln utara, Bakaranq, Ct.S

2 S. Neoara 28,00 CLU dan C1S

3 S. Blnuanq 18,00

u AI{AK S[']{GAI ]IEGARA
4 S. Kakolahan 4,50 Candilaras Utara

5 S. Mantaas 3,00 CandiLaras Utara

6 S. Tabukan Hannar 4.00 Cardi Laras LJtara

7 S. Lumbanq 1.50 Candi Laras Utara
8 S. lGoar 6.50 Candi Laras LJtara

9 S. Baiai 2,OO Candi laras utara
10 S. Tabukan 2,50 Candl tans utara
11 S. Bahalanoan 2.30 eandl laras Wara

12 S. Lokbanl 2.00 Candi Laras l,.ltara

13 S. Pakambau 2,20 Candl Laras utara
t4 S. Sumbawa 1,80 Candi laras lJtara

15 S. Tabukan Sald 2,50 Cardl Laras utara

16 S. Tabukan Usnl 3.00 Candi Laras Utara

17 s. Ahi 2.00 Candi Laras Lltara

18 S. Pandan 2,50 Candilaras Ljtara

19 S. Baqulinq 2,50 Gnditaras l.ftara

20 S. Gainsa 3.50 Candi laras utam
2l S. Batalas 1 3.00 Cardl laras Ljtara

22 S. Batahs 2 3,50 Candl laras utara
2t s. 5E6iii{liij-i.iii 3:50 ' "- * (5ndilai.as-tJtSra

24 S. Barlrdanq Besar 3.50 Gndllaras Ljtara

25 S. Bubundunq 3,50 CandiLaras Ljtara

26 S. Ballnta 3.00 Candi laras LJtara

27 S. Sakarawa 3.50 Cardilaras Ljtan
28 s. Tabukarl 2.50 cand Eras utara
29 S. Balah Pakan 2,50 Candi laras utara
30 S, Dadahub 2,50 Candl laras l,Jtan
31 S. Earlnoln Bear 2,20 Gndltaras Lltara
32 S. Barinoin Kecll 3.00 Candi Laas Ljtara
33 S. Burniiun 5,00 Candl Laras tftara
34 S. Sakawatlk 2,50 Candllaras Ljbra
3s S. Bamban 2.00 Cardi Laras l.ftara
36 S. Masera 1,50 Candi Laras l,Jtara
37 S. Alatv 2,00 Candi Laras Ljtara
38 S. lvlamkabut Kecil 4.00 €andiLaras uhra
39 S. Manokabut Besar 1.50 Candi Laras LJtara
,00 S. Amas 1.50 Cardi Lans l,nara
4t S. Katuno 1.50 Candl laras [.]lara
42 S. Basisik 3.00 Candl laras l,Jtara
43 S. Bayuku 2,00 Candl laras Ljtara
4 S. Bambara 5.50 CandlLaras l,ftara
45 S. Bamadu 2.O0 CandlLaras tftara
46 S, Rumbia 1,50 CaMi laras Ljtara
47 S. Jaiansklt 1,50 Candi Laras ljtara
,+18 S. Banql€ Nanqln 2,00 Candl Lans Lftara
49 S. Periuk Kecll 3,00 Candi Laras LJtara
50 S. Salak 1,50 Candi Laras Ljtara
51 S. Kaoano 1.50 Candl Laras Ljtara
52 S. Jayau 1,50 Candl Laras LJtara

zw



NO ItAllA sul{GAr
PAI{'AIIG

(km) tolGs (KECAUATAII)

53 S. Tarau 2.50 GndlLaras LJtara

54 S. Bahan 6.00 Candilaras tltara
55 S. Buava 5.00 Gndl Lans Utan
56 S. Rambal 1,50 CandlLaras Lltara
57 S, Pelukan Tenoah 3,00 Candl laras utara
58 S. Ulin 2.00 CandlLaras utan
59 S. Kbdahn 3,50 GndiLaras lftara
60 S. Buht 3,00 Candl laras Lltara

61 S. Handuk 1.50 CandlLaras lJtara

m A]IAX SI']IGAI TAPI]I
62 S. Bumbu Tanln 2,50 Plani

53 S. tlanawfn 2.00 Piani

64 S. Havansln 9,00 Planl

65 S. Hlvunoi 3.00 Phnl
66 S. Rlnl 4,50 Pianl

6? S- Talivuh 6.00 Phnl

68 S. }.durino 7.00 Piani

69 S. Talunoln 5.00 Pfani

70 S. Usi 5,00 Pianl

7t S. Ranbanq 10.00 Bakaranoan
72 S. Prdl 2.00 €ardllaras Selatan
73 S. Batakan 2.00 Candl laras Selatan
74 S. Tunoltan 1,50 Cardllara Sehtan
75 S. tlantu Baraiak 1,50 CandlLaras Sehtan
76 S. Rambai 2,00 Candl Laras Sdatan
77 S. Batalas 1.50 Candllans Sehtan
78 S. Lukut 3.00 Gndllarm Selatan
79 S. Pernurunan 2.00 Candl laras Selatan

80 S. Kupanq 1,50 Candltara Sd&n
81 5. Binlaln 1,50 GndlLaras Selatan

8i2 S. Tandul 2.00 Cadl Laras Selatan
83 S. Madano 3.00 Candl Lrras Sehhn
RI s. Bataoak - 21m
85 S. Lrdut 1.50 Cardllaras Sehtan
86 S. Kamblnq 1.50 Gndllans Selatan
87 S. Jlnoah 3.50 Candi laras Selatan
88 S. Tahs 3.00 Candl laras Selatan
89 s. Pal€un 1 2.50 candlteras seEtan
90 S. Tatas 1,50 Candi laras Selatan
91 S. Pal<lEn 2 4.00 Candl laras Sehtan
92 S. Tambano 2,00 Cardl Laras Selatan
93 S. lGratau 1&_ Bakaraman
94 S. Bahanau 11.00 Bakararuan
95 S. Canokerlno r2,00 Tapin Lltara/Eakaransan
96 S. Munlno 26,00 OS/Taoln Tenoah

n, SJ]IGAI I.AI]IilYA
97 S. Tambararnan 20,00 Taoin Selatan
98 S. Pandahan 9,00 Taoin Selatan
99 S. Kararcan 9,@ Taoin Sehtan
100 S. Tatakan 6,(X) Taoln Selatan
101 S. Ralaburava 6.00 Tapln Sehtan
toz S. Danau 7,00 Taoin Selatan
103 S. Kunino 8.00 Binuano
104 S. Puhu Plnano 9.00 Blnuano
105 S. Serawl 3,50 Blnuam
1(r S. E&aUnoun 7.00 Blnuano
to7 S. Pahpkan 8,00 Blntnm
108 S. BelanU 11,00 Binuanq

-ZW



ilo ltAtt-A SUNGAI
PA]T'A]IG

(km) rorGsr 0cefiHATril)

109 S. Udul 11,00 tokDaikauBakaranoan

110 S. Garis Halat 10,00 LokoaikaUBakaranqan

111 S. Kahns Damar 11,00 Bakaranqan

Ita S. Pinano Babaris 2,00 Bakaranoan

113 S. Bllahan 11,00 Taoin ljtara
114 S. Parioi 5,00 Bakaraman
115 S. Mastam 12,00 Candi Laras Sehhn
116 S. PutHru 11,@ Candi Laras Selatan

lL? S. Ramoananq r1,50 Binmnq

118 S. Ballpat 7,N Binuano

119 S. LokDallot 9,00 LokDallot
120 S. Besar 8,00 toloalkat

4N.ARIFIIT ARPAIT
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I.AIT,IPIRAN II.C PERA,TURAN DAERAH KABUPAf,EN TAPIN
NOMOR : 10 T,AHUN 2015
TANGGAL : 3O OKTOBER 2014

DAI.TAR DAERAII IRIGASI

llo iltna Eeeiat lrlgnd fEtnrtffi/,
Oa-
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Ldtlt
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(hrl

2Xlmrlr
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(tih.ln)

TaEnr.6
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C't

1)lgttluEil
0il.

hogrrf{cb)

Inlll
rff1ret
tdr/oO

D rffi
T["IE
I(bJ
sf

llri.il

L{um
!d. rffi rfr

Alilf

l* tud t* nl*

,l 2 3 I 5 5 7 8 9 t0 1l 12 1{ 1S 16 tv 18

t- Blflrno 12{o

1 lD.I.Basbrn hrlar Plnarp Indrk t50 lCI 195/96 100 90 t0 60 ,10 olary da 2 Hpk
Um
ila aldf

2 E.I.Belanti Entrarq 175 175 195/96 100 $ 2 c, 20 oro.rp ada 2 Hpk
blm
ada

aldt

3 D.LS€[.l(nkq Pr.rhu Ptnang t wa: 165 m 199s/96 t06 d) ,o 80 20 oiarp ada 1 Hpk
blm
ada

alGf

4 D.LSerawi &nuang 150 150 19S/96 am I 5 g, 20 ofoD ada 2l@h
btn
ada

aldf

5 E.l.TurE[<ap Tunqlcp 150 100 19Sy96 84 E) 10 70 30 orkup ada 1 ldpk
Um
ada i akur

6 O.LPadarE Sai Padarcparl l90 84 195/96 110 75 25 5{' 50 ofq4 ada 2 Hpft
blm
alz aldf

t. O.I.Gmung Uiln Gt rrrtg illn 30 15 199s/96 30 ,lO 60 40 60 od<r.rp ada 1 Hpk
Um
ada

aldf

8 E.I.BaU Perahu/Bffai t4ataqlBatas 30 15 1995/96 20 90 10 m 30 ofqp ada l klplc
Hm
:rla aldf

9 D.I.tlimr.rE Bdatfi 100 195 Lg*t196 100 90 10 80 20 o&rp ada 2 Hpk
Hm
ada

aldf

10 9.I.Cerpafta Belanti 1m 80 r9%l% 56 95 5 90 10 ofqD ada l Hplc
bkn
ada

alcf

fl llfrmoun 200

lr g.ISellcraog Nand@ Itrhrput 45 45; r9Ei/96 200 fll 4{t 8{t 20 olorp ada l Hplc
Um* aldf

2 D.I.lawahan r Tarungin 80 85 1995/96 200 xt 70 at ofqry * 1 Hph
D*II
ada

al<Uf

3 D.l.EdatfS Murfi Hentngun 75 7S L$196 200 ,m 10 60 40 qlq'p ada 1 Hpk
Um
ada aldtr

u[ Sehm BeDuls !106 qfo.p ada
Um
ada

aktif

ll D.l.Kerbang H$arg Kenbang.tbbarq 1,16 195 t%l% t00 ro 30 m al oaqe ada 2 Hpk
blm
da i ddf

z D.I.KenDarE Habargt 2 Kefltang tbg Lama IE 125 L%197 100 95 5 6{' {0 olorp ada 2 Hpk
blm
ala dff

&$



llo lllrs DacrCtDlg.d r..tffiU
DC..

lltr.rlE!
l.rh.n[ltld

(hlD

l. llnm 2.lnb0.lt s almdm/Fcrurrurrr
hned a.&bot

c.lun
lk

(cA/I^)

5.Idrdran
frftr

lorfi lr,raSagrnftrd

f|lrr
Fotrrdil

Lciar
Irlgrd
(hlt

2}frur
,gl.rm
(tilun)

llnunltd
(rltffi)

%

l)0afrrytrfi
lute.trt(96D

rmbh
|QVrgt
lilp/org

Lo.h x
rdrriG
A!(b's
fuantl

ldtm
d. fldt T.tr(r

!* Rld ldt IlrI
I

3 O.I.Pant icabe Pantal Gabe 175 v) 195/96 200 qI 20 80 20 aiqrp ada I Hpk
bkn
ada

ddf

4 lD.I.PailtaiCabe 2 Pantal Oabe 60 60 rw97 100 80 20 qt 20 odnrp ada 1 Hpk
Um
da al<Uf

IY TililnSd.hr 65!t

! D.I.Taodd 1 Tand, 120 120 t986i9l 100 7.5 25 75 25 orkue ada 1&k Um
zlz aktr

2 D.I.Tan&l 2 Tandul 60 60 L9%197 r@ E 25 80 20 q{(lp ada 1 klplc
ben
ada

aldf

3 D.I.Selliwahan laruhan E 30 tsil% 100 80 10 90 10 ofop ada ll@k Hm
ada

#f
4 D.IJalatarpi Tandul 100 100 LW97 100 8XI 10 m 10 od<up ada I Hplc

blm
ada

aldf

5 D.I.SurEEi tlana, I T&kan 100 100 rweT l0{! €0 ,10 @ ,O qXup ada I Hplc
bkn
ada

altEf

6 D.LlGrnpal Rumffin 110 60 19B6197 t00 90 10 70 30 orkup ada l ldpk
Um
atll ddf

, O.I.Sei l(JrlirE l6rangBn futffi 100 100 tgsil% lfit ql 20 80 20 o*up ada 1l@k Um
da attl

Y Trrilnldrsh t2ao

,r D.LMffiE Dixian Andl6 q) 90 100 ul 20 80 m qiop ada r hd( Hm
da al<tif

z D.I.Bnbu/DlI.H.Ahior Andika 70 70 19S/96 100 g) 20 80 20 qftrp ada l klpk
blm
ada

akEf

3 O.I.Setbtdok Andka 90 90 t9sil98 100 m 20 80 m ofo.p ada 1 Hpk
um
ada afcrf

4 tD.I.Seiii,Irdika Ardika 100 1m Lgstl% 100 gI 20 80 20 otup ada 3 Hpft
Um
alz aldf

5 lD.I.$ka Ramil Sul<a Raftd 60 50 tw97 100 xt :,(, m 30 olatp ada tl@k Um
ada

*tr
6 lD.lJatndurg $rka Ramai 90 ?0 1995/96 100 flI e0 80 20 olq.p ada 2 Hpk

Um
ala aldf

7 O.I.Seil(raqpn Pematang l(aangan t75 19s 19S/96 100 100 m 20 crdrup ada 7 Hd( blm
ada

aldf

I D.I.SetPinaq bbads Pernatang Karaogan 100 t75 199920 100 100 ,+0 60 10 o{orp ada l ldpk
blm
*b aktif

9 D.i.PandularEEn Mdangan 105 105 LW97 200 x) 30 70 30 oiqrp ada 2 Hpk
bffn
ada aldf

10 D.l.SetHurung Serawl 100 100 Lgstl* 100 g, 2A 80 20 o*up ada I ldpk
Um
ar12 al<tif

6



ilo ihr. Dtslh&lgd loctltan/,
DE

urulna
Lhmlfird

(hrD

& tnutt 2.ltftlrdtlt 3.firdn/Fqrnnrn
Fmd a.nE

lLac
lk

(cA[r]
5-I!E!4.ilffrr

lffifetilrgnm,Ftrd

lltlltr
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LJteo
Illgrd
(id

2}f,nir
lrllqnn
(tdu)

ftrf,nhd
(rdld)
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{)eqilqf
tn&

tute.tdl4)
Itrddt

lor/Asr
tdp/orl

rHdh
rdrrlo' Irh, Islt
lupa6 I

!.ftlltl
dt AE Tff

rmr

!.f Rld !.il( nlrrft

11 D.I.SeLTa$armumg Tantanmhrp 85 110 19S/98 100 gt 20 80 20 oiop ada 1 Hpk Um
alz aldf

L2 D.ISei,tahtng l-abulEr r05 105 les/98 200 qt 10 80 20 ofqp ada 3 rhft Um
ada

aldf

13 D.I.Tarbarunumg tr TarSannttng 70 85 rgpry.gE l@ 90 10 m 30 olo.rp ada 1@ um
ada

aldf
YI Brnarf 6at

I D.IS|&dadi Shabahr 70 70 195/97 100 .{l .10 @ 40 ofoD ada r&ft bkn
de aldrf

2 D.I.SetBngur Bungur Earu 3m 300 rwct 1gD al 30 m 30 o*rrg ada I Hpk
blm
ada

akUf

3 D.Isei.&.mgur f &rqur 60 60 Lgtri97 100 80 20 80 m o*rip ada 1 Hpk
blm
tu aldif

4 D.I.SeiRarpas hlrut 138 138 t%197 m0 90 r0 90 10 olarp ada 3 HpL
blm
ile altUf

5 D.I.SelTiluk Bungur Baru 80 80 r*6t97 100 90 10 x) 30 orhlp ada 1 Hpk Dlm
ada

aktf

VE lolo!lct {55

ti lD.I.Set Eltahan Bn<krang r95 195 19S/96 100 E 70 u) 20 o*up ada 6,l@e
Hm
zl) atfiT

2 E.I.S€* Irpat tlinderarg 150 150 1995/96 t25 :x) 70 m 30 o&up ada 1 klpk
Um
ada

alGf

3 D.ISei Eesar Hnderang 100 100 19!5/96 200 90 10 m a, oftp ada I Hpk blm
da aldf

4 D,I.SelTSaan 8in&rag 20 20 t%t97 110 80 20 gt 20 orrup ada 1 Hpk
Um
ile aktif

YII
! ler.neln 6eo

lr E.I.Edgi Kedl Piligi 100 100 r99s/96 3{t gt 50 50 50 olorp ada 2l@k blm
de al<Ef

2 O.I.Belbts G.dng r20 120 rw97 @ 90 10 @ .f0 o*r.p ada 2 Hplc
bkn
ada

al<tf

3 D.I.Tah.lon M& 100 lq) tw97 25 q, ,t0 q, 20 olorp ada 2&ft bfn
zla aldf

4 D.I.M#Elarbu Paff 60 60 r9Eq97 30 E 20 80 20 q*rrp ada 2 Hpk
Um
ada

al<tif

5 D.I.Sefi,kagat Bakaangpn 115 115 twl% 70 20 80 m o.krp ada 3@k Um
ab atilf

6 E.I.SeiaTenglctrcng Terpkarang 90 90 19srl% gl 20 80 m olup ada r Upk
bkn
ztlz i aktif

',,'/E
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lG[m
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7 O.I.See.](lhi Paul 105 105 LgsilgE 1@ fl) 20 80 20 ofop ada lSk Hm
ada

aldf

IX Cerrdlrr-dffr t2j,o

t tD.I.Berlngln,I BerirEin lm 1m 19%197 100 fr 30 m 30 odw ada r Hpk
Hm
ada

ffif

2 D.t.BaparB p$aruBn Padai 90 90 t%197 90 q) 20 80 20 o{aD ada 1 Hpk
bkn
ada

aktf

3 D.l.Rarbai PabaungBn Hllh 80 80 t9E6/97 80 80 20 m 20 olorp ada 2 Hpk
DtrN

ada
af0f

4 D.I.Duhat Pabaungan Hillr 85 155 L%197 80 xt 30 m 30 otup ada l ldpk
Hm aldf

5 D.I.Bapada/Buluh Fabaungan Hllh 80 8[' L%197 g) 80 20 m 20 odop da l Hpk
Hm
* aktif

6 E.I.KukdPerlfrEgt Pabaungan Hutl 100 100 tgBil97, lm 70 20 70 x, ofqe ada th* blm
ada

doT

7 D.I.Mangkubut Candl [ar6 ql 80 1996197 80 80 20 80 20 orkup ada 1 ldpk
blm* akfrf

I lD.I.Ta.nti Kantan Gndi taras 125 r25 r%197 t00 N 30 m 30 olqrp ada 1 Hpk
blm
ada

alGf

9 lD.I.Ja1a : Sutlr/Berara Mararplau Hilir 110 u0 1998/99 100 x) 3t) 70 30 orlorp ada I Hpk
Hm
*lA aldf

10 E.l.Seiil{edrar PabeurEm Hillr 60 60 19S/99 @ gl 20 &) 20 olorp ada 1 Hpk
Hm
ada

aktif

11 lD.I.SetBdang I PSanSat Pantai 50 50 19S/9e flt 80 20 ct 20 oftD ada r Upk
Um
ada

aldrt

t2 tD.I.SeitBdang tr pabamgan ParEi 50 50 19e8/99 50 70 30 m a) od(P ada r Upk
Um
ada

aktif

13 D.I.SeirAmm Candi I'aras 60 80 1998/s!) 50 qt 20 80 20 ol(Jp ada 1 Hpk
Hm
arlA dOI

t4 lD.I.sei.hul Candl Laras 1q, 7S tgps,l20 50 80 m 80 20 ol(lp * 1 Hpk
Hm
zla aktif

x crndLrct Ea r.o95

I D.I.Sei.Ttbong Buae&rcHtdu 40 ,10 tw97 gt m e) 50 or(p ada 1 ldplc
um
ada

aldif

2 E.I.tanggok, &raeBuaHdu 60 60 tw97 70 a) 70 a) olqrp ada 1 Hpk
bkn
ada aldif

3 D.I.lGtflek l(aladan 50 50 L9ff/i97 n a) m a, o.{Glp ada r Hpk
blm
ada

al<Ef

4 D.LSetHadil lGladan 50 50 LW97 70 30 70 30 o*up ada 1 Hpk
bkn
ile akb'f
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Ll Itr* lrlt nrra.ft

5 tD.I.Datrr 9rngpl SaH Hmr @ 60 t%197 70 30 70 1l olhrp ada 1&k Um
da aldf

6 lD.Isduang SUttgFI Sald Hilflr m m t9E6197 20 c) 20 oiq4 ada I Hpk
Hm
alz al<tf

v D.l.Taqguk Sungd Sakl Hlk 1m r00 t9B9.lm 80 20 q) m odq4 ada 1 kbft Um
ada

alcf

8 D.ISabk Srrrgd Salii Hifr 100 r00 19s,120 g, 20 c) 20 oJ(p ada lSk Um
zlt aldtr

9 tD.ISeLBilylur Sawara 150 150 tg8p,l20 xt 30 m 20 otrcrp ada I Hpk
blm
ada

alGf

10 E.I.Batal6 Tduk Haur 100 lq) L9B9,lz0 80 20 q) 20 cukup ada I Hpk
blm
zla aldf

11 D.i.Sei Bdantir Batda; 100 100 Lg8p.lm 70 30 70 m od(p ada r Hpk
blm
ab aldtr

t2 E.ISei K,aaq Munttup Perlok 100 r00 t9BB,no 8[l 20 80 m oftrp ada I &lc
bkn
ada

aldf

13 E.I.SetUli Periok 115 tgEB,l20 80 20 80 20 orkr.tp ada l Hpk
bkn
ada

aktif
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LAMPIRAN II.D PERATURAN DAERA}I IGBUPATEN TAPIN
NOMOR : 10 TAHUN 2OL4
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014

LUAS DAT{ PROSEI{TASE RTH KOTA RAI{TAU BERDASAR,KAI{ TIPIOLOGI
KEPET,IIUKAIT

ro
tot(Alst

TATARTI{ TECTilT,TATI urAs(x2) IGPEilILtr(ATI 9t
Rrrl

I EltsTeminal Gngkilng 3.459194 RTH Arblik 0,050

2 @a lkan Ratau 3.9,71 RTH fubIIK 0,058

3 Tanah Es Rencana Pasar 20.155.89 RTH fubIIK 0,?ft3

4 Ferumnas tlaur runfE 4s8?4 RTH fubIiK 0,007

5 Perumnao udlB RancCa 2:419,2_4 RTH R,U|K 0,00{

6 Perurr.moAsabd 269,12 R-Tl-{ Publll( 0,00-4

7 Perumna Lafuhan Perrnai 620,06 RItl RrUik 0,009

I Alun-Aun Ot t<arvcan Rantau Baru 5L.77O,tt Rm hrUflk 0,751

9 Hubn K,ota lGw6an Rantau Baru 4.432,14 RIH hitlak 0,500

l0 Danau Sntan f,alvasan Rantau Baru 2m.9{838 RIU fuUK 3,033

11 Pasar lGr"bn d Ruc Urq&ar Kupaltg Carplcrlng 114.533,60 RIH fubIIK 1,62

L2 Sekolah UtUguhnT€rpadu l(awan Rantau Baru 208.251,3!) RIH fubIK 3,022

13 ICefi{c CrnEr l(Ewa6an Rentau Baru .10320,60 RTH PUUIK 0,585

L4 Kawasan Erlonbran Rantau Baru 2L8.4L7,01 RTH tuUrk 3,170

15 Fasllltas Olahraga Kawman Rantau Baru t7t.%?,n R|T}l PuUlk 2,495

16 Hutan 1,206847,il RIH fubIiK 17,515

t7 Persawahan 2,L1t.9n,92 RIH Plt/at 30,651

18 Persawahan 390.594,21 RIH Prltrat 5,669

19 Hubn 559.582,53 RTH RJHIK E,121

20 Hutan 6$.596,G RTH Rrblik 9,978

2l -Fdt ir#iiii - 97726,fi RTH PTfoEt 1,331

22 Fcrsawalun 6?2.9+3,L7 RTtl Rh,Et 9,035

23 HuEn 119.5sspo RTH Publlk 2,L57

Totrl trnl 6.m.z,2ree Propord lrll 2p.rgt

l.tlu|(ota Rantau 23.0r,4^,',,10i2

TIFOIOG! KlP!ilruTAil lrrAs (x2) qt RT}I q! Rn
I RTH ruilIK 3.673.4fl),83 53"31 15,95

2 RTH PRIVAT 3.2L6.791,6 5,69 13,97

JUMI.AH aseo.z7arce t0oroo 29rOl



I.,AMPIRAN, IIN.A PERATUMN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 10 TAHUN 20lt4
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014

AEBANAI DAIT LTIASAI| REITCAITA POLIT RUAI|G KABI'PATEIT, TAPIf, TAIIUI aOI+2O34

NO XECAM'\TAN

I(AWA$N UTIDI'I{G

Itaw" Hlndrl13an Setemp* l6w. Petdran

tluan:Undun: Semo&r Danaui Senpadan Suml Denau $ncal
1 BAKARAilIGAN 257,U 6E!,67 :u0,?!
2 BINUANG 3&64 8,47
3 BUNGUR stAF5 14!,68 @2fl7
4 CANDIT.ARAS SEI.ATAN 878,12 46j7,99 1.:tt6.t[.
5 CANDII.ARAS UTARA 846,39 81E:l4l
5 HATUNGAN 1.758.55

7 LOKPAIKAT 486 11 27,72 9,71 523,5s
8 PIANI 9.11i7,53 u2,53 203,93 10.153,98
9 SAIAM BABARIS

10 TAPIN SEIATAN

11 TAPIN TENGAH

t2 TAPIN UTARA Lil,7O 31,9tll 1!,6 64
,t,MI.AH 11.:i62,19 27,72 3.57176 9r7l, 1.7:t5,01 16.710.39
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a. Pen&dti Rrsd l(eglatan
Pro

Fenyrl$flaVReYld Rencana Detall
Tela Qrnrr fet ra<an hrltntaan r

Rantaur I x Bappeda K$upaten Tapin

Pengenbangil PrJsat
9ernedrtahan

Rartau x Bappeda

l(oodnasl perEE{olaan kawmn
oedrffian

Rantau x x x Eap@a, Dlnas PU Cl(

PengernbarEil dan pedngl(en
Hlltac ner&rt'aan

Rantau x x x x &ppeda, Ixilas PU CK

Rngernbiltgan <hn penlrqfiabn
!Y=ar?na nerkrfaan

Rarilacr x x x x Bappeda, Dinc PU Ct(

b. Papenbangan (bn
oenataan P(Io

Fenyus.rnarvRstil Rencana DeEil
Tata Ruano l nasan Ped(otaafl,

Rantaudan BruarE I x x Bappeda

Fembarpunan Rurnah sederfpna
sehat

Bntnng x x Bipeda, Dlnas PU C(

Fenlngkatan t<ryaStas Felryanan
Ar Bersih d Karrasan Hotaan Rantaudan Enung x x Bappeda, Dlnre PU O(

Etirdtatan Rutnah SddtTipe A Ma'oasad x x Baomda- Dihas PU CK

c, Ferqernbangan dan
penatail FK

Penyu$naryRe{sl Rencana Oetall

Tata RuarE Kawasan Perkffian r

Ferlotaan Bakararqan; Perk&an
Bungur; Perkotaan Cand taras
Selatan; Pertotaan Carid Laras
Utara; Ferl(oban Hahn$n;

Perloban Lo@l@E Pert@n
Piaril; Fe*otaan Sahm ESads; dan

ftrkotaan Tmln Sdatan

Bappeda

l6odnasi perEddaan lcwasan
perk6an

Perkean Bakatangan; Et<otaan
Bungur; Fertbtaan 6td Lar.s
Sdatan; ffian Cand tar6
tltra; Pedotaan llabmgtm;

Ferk&an lo*pa*at; Perfohn
Pianl; Perkotaan Salam Babarb; dan

Perl<otaan Tadfl Sdabn

Bapped+ Dlnas ru CK

Pengembangan dan pollrqkatan
fditb pe*otaan

Ped@taan Bakamman; F€rlotaan
Br.rquC Ped6taan Candl lrras
Sdabn; Pertotaan Cafif tar6
utara: Pertotaan llahrnqm:

Bappeda, Dinas RJ O(

,$
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Pertotaan l-okpal€C Pedo@n
Planl; Patotam Salam Babarls; dan

krftGan Taoln Sdatan

Engembangan &n nerdngken
prGarana perkotaan

Perlotaan Babrangan; FerkGan
AmSr; FertiffianC;ndLarc
Seffin; Fertutaan Cand Lras
tltara; Motaan Hahxtgrn;

H@an to*palot Pertohn
Pianl; Perk&an Sdrn Bdab; dan

krlotaan Taoln Selatan

Bappeda, Dlrgs ru O(

2
Fcrrnfrloansffin
Man
@ntangan tusat
mhrraran urlglqxtgql (PPL)

Penl,rg tnarVReyld Rencana Detall
Tata R.uiirn Karvasan Efdcsaan

Bappeda

Pengernbatgdt <lan Penindotan
fadlih Derdesaan

Bappeda, Di!16 R O(

Pengernbangm dan P€ningffin
prcarana perdesaan r

Bap@a, D{nas PU O(

3 ffiosn slrtem tstlngEn Facarana t tama
3-1 Trflr.ildrJ hrd
a. tilengetnbandcn slsEnr

Jariqan arteri Prlmer

Fengembdtgan dafl Periln$en
jalan

RanEGMargasari, Entau-Elinuang

x x

Dinas Perhuhrnoan.

Bina tvtarg6 (pU)

Rantauflal x x Bna Marqa
OtD. txnc Fertxfrnoan

Rantau-brdarpwr x x Bna t4arqa
(Pul. Dlnr nertuh.moan

b. ilengembandon Fhn
kdelor orfiter

PerEentbarEtt dan FenlrENotan
t lur

Undar Barat dan TmuoRantau x x Ena l,laga (FD, DinE
Derhl-6unoart

Peningkatan Jaringpn Jahn AnW lccarnatan x x Ena !,laga (PtD, Dinas
Pertxrbunoan

Jalan akses kepeddaman Y"ng
beman*al d lgidor RataJ.

x x Ena Marga(RJ), Dinas
Dprtn*rrraart

c lt{erEembangfgt Eninal Fembangunan dan p€mindahan
t rrnhal Deflflnoano

Rartau x x Btn Marga(PU), Dtutc
Hrubunoanr

rg
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tlnuang dan f{argmrl x Bina Marcn(Rl), Drm
hrfuirrmnFernban$narvPenlndcmn

Tadn tfa, Bal€rarqEn,.ClS, CLU x x Dhas Pettubttlgtrl,
hnodran (RI)

f. Trarsportai snga{ Penlrptatan trasnpofiad strEEa i

tGnlnqkaBilt kondlst fsit banlr x x DlnaPerhuhmsdt

Angl(lBt batubara
Bngrr, Salam Eabadq Tadn Sdatan,

Blnsam, OS
x x Dna; Perhuhngar

I
5.Zl?!ilgEraqT@r - .

Pemoangunm DIingBn Rd

lErE Inellr6lGh.pen
Sdiiilisd Fetnban$nan Rd
Kereta Ad du StaCun

x x x x D{nc Fertuhrnganr PJKA

tarlnr tltahan Tenoah - gruarxl x x x x Dlnas Mruhrrlsanl PJKA
tgarllwEll Jgrer .v rE!-- - 

-'
h-h-d.6s^ Ch.ftraTmln R.ar{au Kecamatan Tagln t tam x x x x Urps PerhuburEanr PJIQ

4 tr rlel-.E E

cfSktemJadngan
Ersgldan
tda&onurlld

-PenlrEl@l Jalhgan iifr iL dan
s--H %A*h dl€il

Planl, &trgur, Saldn Babalis,
t{*rm6un. Cardi Lar6 ttara

x Plr. RJtl
a. PentrPta*an Jarlngan

ffiihid Eanl, &.rngur, Salam Etabaris,
Heturmun. Cardl LarG t tara

x PT. Nflb. Pembapunan
orasaana llSik

Fenlngfotan Pokan daYa llstsik

Phni, Cand 1316 lrtaG, Candi ltaras
Sdatan. Tarin Tanqdl

x PT. t{..t{c PenSsnbangnt energi
ffik nerdesaan

Pernbaftgunan tLT Surfa

EmbarBrtilt PLT Hilar[ftttto l(€c. Piani, Burpur x PT. PtI{

@rsmrdftas
ralal nwnlked rtrdc<rvin Seltrn$ desa <ll K*ryatenT+in x x Pf. Tdkornd. pengerbaruan rdlitas

Tdehmunikai Ped€Ean

ffiradlrgEn
Srfl$c D.ya Alr

Kec. T+ln lnara, Ba[a]aEEn,
tolQdl<at, Bungr, TaPln TeryBh,

Tapln Sdaft, Eruarc;Sdam
B*E{S

x Din6rercIHan LfnflYEngembangil da€rah iriggd
yilgHah ada siddengat
cblts.rmber an Yano htseda

lGc Tqin lrwa, Bakatangan,
Lolgallct, &mgu, TaPin Tengah,

Tadn Sdatan, Enrarq; Salam
Babaris

Dh6 ftn(erjAafl t mtrn
FerEernbangan daerah kigag

Kec Canai Laras Ufa, Cand Lffis
Sdatan

x Dinc Ekerjaar uftllr)'
Perqembiltgan lrigad lahan lebak

Eroernbanoan idsd T.'..ffic.tf^ tdmlL* Blfllano x Dlnx PElcriaan [.[flflr
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b. Pernbarpunan dan
mmdiharaan tatnoal iriqasl

Pandiharaan Flnga[' irlgd Balerangan, Tapln Sdatan,,
I nknaikat Blnrsno x mrc rekerjaan utrm.nr

4.3g.bttffitl
Danaaloleen llnobtroan

FenoenDanoan TPA Reolonal fiec, Tadn Sdatan x :,-DISTAI(OBEtrI

Blnuanq, l,laqasi x PDAITI

Fengefirbatgdt lrEtalasi
pengoldtat lum6rUnF
sleftanr

Rar{ar, Blnrrang, Irbrrgasarl x tXnas,RJ

I PER'flrIilEffi FOGTiR
f.fewantUrrf{rl
1.r HuEt Lh*mo,
Fengr:tuhan katlrasan
llrrhrm

Perun!*an kawasan {lndung
l(ec Ptanl,l-olgallcat, Eungur,

ltrafumun- x Dinas l(efiutanan dan
Perkebunan

Penataan batas kawmn lindung
lcc. Planl,L@dld, BtJtgur,

Hahrnorm- x Dina Kefutanan @n
I*xtetrman

Emetaan lowasan lindung
l(ec Piani,tolgallat, Bungnr,

llahmoun- x Dinas KehuHtan dan
Dartetr.man

Rnetapan kavrean lhfurE l(ec. Pianl,LdqailcaL Eurpur,
H*rrnarrn x Unre Kehutanan dan

Perkehman

Rfiabllitad dan korenrcI
lahan dl kar,vasan lirdung

Penghijauan l(E Pbd,lokpallet, &rngur,
l-laturEun, x

Bappedan D{na lGfutanan
dan Fertebunan

Pengpnddiil kitwtriln
lindung

rengawasan, pengaminany

PengBbran palanfaatannya
qrntrgrlarra leuasan firdurrc

Kec Piard,Lolgalleq Bungur,
llahtrgnn, x x x Unas lGhutanan dan

Ferfiebwun, lSM

Fengerbatgart ParUsiE
mrpraratdahm
mrroddazrl<avvasan ktdrxg

Pengdolaan hubn bersama
maq/Brakaq broh
masvarakat/rnmamk* adat

Kec Piart',l-olgall4, Burqur,
HatrJnSrn, x x x Hnas lGtnftanan dan

Fakebunan, ISM

hnlngfiatan Panantratan
poCrd cjrDefllafa txttan

PgEentarEan (doutis&, agro
bresty&D)

lcc. Pianl,Ldpellet &mgr,
Hmnrgtrt, x x x

Ilina Kehutanan dan
H<ehnan, Unre

Padu&ata

Fengpnbapan Pola irEentf
dan dtsenUfPerBelilaat
kaur=n linduno

Pengernbangnr thna trirEilcrUan
lGc Pianl,tolgdl4, Blngur,

tlatungut, x x x Bppeda, Dinas Kehutanan
@r Ferftebunan

1.2 lt'wan
FerlhdryPnTel{@
Inr*m,Bawehanrye
hlindmodterh*P Ferne@n dnd dan oefl€taDan lecarnatan Phnl. Kecam&lll x x Bameda. EXn6 lchutanan

+K
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lq'rdsan negpirn alr lewan reapan air 8urgr, Kmrtur Tapin t Ba,
lGcarnatan c.andaras t tar4

!(ecamatan Candlhras Seffii
dan Fertebunan,

Perhutanl

Konsertrcl dan retnbillEl hhan
lcavviran resapan alr

Bungng, lGcamatan Taph t tara,
Kedilnatan Cilflarc tEA, x jxj Eppeda, Un6 lchutanilt

dan Perkebunan,
Fefiutanl

Fengprnanan dar pengenddlan
ldtandl farrer Res+an AIr

lGcamatan Planl, lGcar&n
&.mgrr, l(ecarnatan Taph tltara,

lGcanatan Maras UfS,
Kecametan Cilrdltras Sd#r

x x
&ppeda,, Dine l(drutarnn

dan Perteburan,
Ferfubnl

Pengernbilrgar pola lrsenUf dan
tbhsentif pengehlaan lafnn

rccamatan Pla{, lGcal&m
Bungtr, l(ecanatan Taph utara,

l(ecamahn Candlaras lJtara,
Ke.?rnalan C]arrlllhrec SC*an

x x
Speda,, Dlnas Kcfuf n

tlan Mdurnn,
Perhr..rtanl

x x
Bppeda,, Dlnas Kehutanan

dan Pefiebunan,
Hutaril

l3 Kewasen
Fcrlhdnngnn SGnpat

lGnservasl kawes:tn
pedlndrrtgnt segnPt
(sernpadan clrtgd. seldtar
rnatar alr, dat sernPadat

,ariYgilr lrlgEd serta
per{ndmqan seldtar danau
dan wadrk)

lGb. Tarin x x x
Dlnas l(efiufian dan

Perteh.nan, I)PtI.PSDA,
daomGyarakat

Fengerddh pefltanfiaataft
ruang d l@rasan
pedlnangil seiempat
(sernpaAa cmgd, sehtar
m#rdr, dat se,n@at
Jarhgan fEad serta
pedlndngat sddtardanau
dan urarfitk)

Kbb. Tapln x x x
Ona Kelutanan dan

Pertcbrman, DR "PSDA'
danrmasyarakat

l.4ltlwnn Gagt
fud.f.dantrmu
Dsradlrrart
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Pene@n dan FemanhPan
l(a,Yasan @gar BudaYa dan
IImu Penoetahuan

Pen'yuslnan rnasterplan dat
rencna rlnci kawasan cagar
hrhva

se lGbupaEn Ta6in x x Dn. Pariwlsata dan
Kafudry'aan

Penyusrnan perahrrdn zonai
Kaurasan aroar bld:Mr se KabupaEn T4ln x x Dln. Paiwlsata dan

lGbudavaan

RehaHliH' dan presenrad
kawxan anarhrrlava se Kahp&nT+in x x Dln. Parlwisata dan

fetrshvaan
Sodaai# pen@oban caga
hdat/a s l€bupabnTadn x x Din. Pariwisata dan

(etrtdavaart

Pernbedafail mclrarakat dl
seldter aarhrda/'a se Kahrpatln Tapin x x Dtrn. Pafirlsata dan

lGhudarraan

Rngendalbn kensakan cagar
trrlelre se Kah.lpater T4ln x x Din. Partwisata dan

K*tdan-ean

1.5 l(arean tawan
Eermlrallrn
Peneapn tGwasan Rawan

Eencana Alen
Kajian mlEla;i bencana (bencana
baniir dan bencana lonosofli)

se Kahipaten Tapin
Bappeda,

Bakesbanomlhmas PB,

RdindungEn hv6an ravan
bencana (bencana banJir dan
tgrena lcnsrrl'l

se Kabupaten Tapin
Bepeda,

Bakesbangpdinmas PB

Fernbangnrnan Flur eryaloasi
bencana (berrcana bartJn dan
bendn lmgsorl)

se lGbupaten Tapin @@a,
BalcsbarEpdlrrnas PB,

Perpenddiitn psnanfaatan rLBng
d lGwasan Ra*an Bencana

se lGhrpalbn Taf,in
Bappeda.

Balesbanomlinrna PB,

2- t(awun Dddqa
Fengr.dGfian htnn Pertmlan
lahan bertdanlutan

Femetaan ldnn savrah beriligd
mlcts Seluruh Yuilayah KabupaEn Tdn x Dlnas Pertanlan

Ete@fl lahan savah bertrigtd
telrnis SdtJnJh Wilayah KahpaEn T4In x Dlnas Pertarilan

Enlnsatan PeUVamn
infradnftftir mttanian

Eningkatan rnttgan f ritner,
qPkrlnder- hrchr dan l6raci desa SelUruh Wlayah K:abupaEn Tapin x Diflas

Fengprdd;in allh tungd
lahan sawah

EryrrEjnaft mekanBne perirnan
pemanfiaatan nrrq SdLmfi Wihyah Kahpaten T4in x B@peda

Pengendatim lualitas
linokunoan DAS

Pengendaliar penaemaan DE dan SJbDAS, Srrb-s-D DAS x Dlnas Ekerjaan Umtm

krendallan kerusakan DAS dan Sub DAS, Sub{rb D s x DinE Ekeriaan l,rhutn

0
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Intendfi kd dan retpbillta$
komodU rnooulEn

Sduruh K€carnatan x Enac Fertanlrnrdafl
Dur*rnen

Penelltian dan pengembanEan
rariatas unggulan

CLU, O.S; Brurang, Tapin Tengdl,
Tdn Selatan, tlaturgun, Salan

babarb, Bungur, Ta1rn tftara,
'-: fobaild.Balcranoar

x dnar Manlanrdan
Perfl<anan

PenguaEt lalembagaan taril

Glr, O-s; Bnuang, Tapln TerEah,
Tfln Sdatan, llatungun, Salsn

babilis, Brngr, Tapln utara,
tokoalkaL Balwanoan

x Unr Ertanlrnrdan
Plrf,onur

PemantaaEt tslclologl dan sarana
produld yang ramah lingfungan

Seluruh lccamatan x

UnaHanlanrdan
PedlorE r, 8!pt&l'dA

l(edlil, eefuruan
Tlnggl, Ascodad,
Ormahad Fntrd

b. Peng€mbarEan Indusfri
Idenufikai dan peng€rnbangEn
kelornmk indusfi

CLU, Os. Balarangan, tokpailtat,
Bunour. Enuano. al U. O.S,

x Dlrporldag

Penarqanan foduk-Produk
indusfi be6ads bahan baku lokal

CLU, ClS, Bnuang x Dlrporlndag

MenOorong masuknya inrestai
rprrrlasi oerillnan

Seluruh Kecarnatan x Uqcrlndag, BP?llD,
l(adn

Pengembangan iaingan
rFrrurs;rnm orodrk-oroduk lndusti

Sdwnh Kecarmtan x Ulp€dndag

mangarahkan peflgembansn
indusfri di l*a*kawen indusEi

Seluruh (ecamatan x BappGd!,frbpcdndag

c. PerEembarEan Paiwisata Fenatail karrasn Paliwisata
CtU, ClS, T@ln [ftara, Planl,

Binuam. Hahimun x Dlaar lGbudefam dao
D*tdcfi

Promci dan pemasann wisata
CuJ, q.s, Tapln Ubra, Plani,

Hnuano, lm.rntn x Un8. t(3bu&yaan dao
Elrlskft

d. Pengembangan iirsa Penunbdmlasa hfumad Sduruh Wilayah x x
Dlnar Ferlndwlrlan
dan Ferdagpngpq

arPilE)

Pengembaqat jm PerU4angart Rartau, [timJang, tlargasari I x Dlnu FerlndrcElan
drn hrrlmrnam

Pengrernbangan irea kons:ltasi Rarftsu, Binljang, tJtargasari x x Dfrru Fedndustrlan
dan Maoarrsr

Engembangan iasa Pendidikan Rarilau, [linlrang, t{argasari x x Dlnar ErlndusElan
den Derdmnoan
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rlfo'
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lo
!a
C'd
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orrl
E

Pergembangan jasa riset tlan
fekrv{rrri Rardau, Bntnng, ilargasari x x Ceppede

e. Pengembarpan
slrmberrrava manusia

PerEembangan balai-bahi rtset
rian tpknolrni Binuarp, Mar!reari x x fappeOa

.ieetEembangian peEuruan tinggi Rantau x x Dlnae hndHlhl
Xrdmd

Penoernbanoan balaFbalal hihan $nuam. Maroasri x x UnaTenaoa lGt{a
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